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BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Penyesuaian/Inpassing. Fungsional Pengawas
Radiasi. Pelaksanaan Tata Cara

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

: bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 Peraturan

Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012
dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka
Kreditnya, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Cara
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas
Radiasi;

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
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. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3676);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);

. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 10;

. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 877);

. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga

Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2012 dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya,;
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